
GUBERNUR LAMPUNG
 

PERATURAN GUBERIfl1R LAMPUKG
 
NOMOR 70 TAHUN2017
 

TEl'fTANG
 

PETUNJuK TEKl'fIS PEl'fYUSUl'fAN DOKUMEN PERENCANAAlf, PENGEl'fDALIAl'f,
 
DAN EVALUASI PEMBAlfGUl'fAN PADA PERAlfGKAT DAERAH YANG
 

TERINTEGRASI DENGAN SISTEM AKUl'fTABILITAS K1l'fBRJA INSTANSI
 
PEMERINTAH (SAKIPI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUKG
 

DENGAN' RAHMAT TUHA1'f YANG MARA E8A
 

GUBERl'fUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan, maka diperlukan pedoman dalam 
menyelenggarakan tata cara perencanaan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan pada perangkat daerah d.i lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis 
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang 
Terintergrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKlP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Lampung. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 

3.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

5.	 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas KineIja Instansi 
Pemerintah; 
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8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

9.	 Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 17 Tahun 2017; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA PERANGKAT DAERAH 
YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKlP) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Provinsi Lampung, 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung. 

3.	 Gubernur adalah Gubernur Larnpung. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
DPRD Provinsi Lampung. 

6.	 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung. 

7.	 Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level tcrendah pada 
Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Perangkat Daerah. 

8.	 Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara 
secara minimal. 

9.	 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang 
selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang 
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 
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10.	 Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan 
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian 
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 

11.	 Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses 
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan 
untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

12.	 Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Gubernur. 

13.	 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat dengan SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemeirntah. 

14.	 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

15.	 lndikator Kinerja Utama Perangkat Dearah yang seianjutnya disingkat 
dengan IKU ada1ah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan 
dan merupakan ikhtisar hasil dari berbagai program dan kegiatan sebagai 
penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

16.	 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

17.	 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

18.	 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. 

19.	 Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana be1anja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

20.	 Rencana Kinerja Tahunan yang se1anjutnya disingkat RKT Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 
(satu) tahun yang menjabarkan target capaian indikator kinerja sasaran, 
program, dan kegiatan pada tahun tertentu, yang disusun bersamaan 
dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun yang 
sama. 

21.	 Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun yang memuat target capaian indikator kinerja utama 
pada tahun tertentu untuk setiap triwulan, yang disusun bersamaan 
dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 
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22.	 Perjanjian Kinerja adalah lernbar/dokumen yang berisikan penugasan dari 
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 
indikator kinerja. 

23.	 Pemangku Kepentingan adalah pihak yang secara langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan isu atau permasalahan 
yangdiangkat. 

BAB II
 

MAKSUD DAN TUJUAN
 

Pasal2 

Petunjuk Teknis Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat 
Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen 
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. 

Pasal3 

Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk: 

1.	 membantu Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah; 

2.	 mengintegrasikan kriteria evaluasi SAKIP kedalam dokumen perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi perangkat daerah; 

3.	 meningkatkan tertib administrasi dalam penye1enggaraan pemerintahaan; 

4.	 meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan 

5.	 meningkatkan kualitas pe1ayanan kepada masyarakat. 

DAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal4 

(1)	 Dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan pada 
perangkat daerah terdiri dari: 

a. Renstra Perangkat Daerah; 
b. IKU Perangkat Daerah; 
c. Renja Perangkat Daerah; 
d. RKT Perangkat Daerah; 
e. Rencana Aksi Perangkat Daerah; 
f. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah; 
g. Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah; dan 
h. Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah. 

(2)	 Reristra Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a 
memuat tujuan, sasaran. program dan kegiatan pembangunan dalam 
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang darr/atau 
Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat 
indikatif. 
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(3)	 IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
memuat tugas fungsi Perangkat Daerah, uraian indikator kinerja utama yang 
dianggap relevan merepresentasikan kinerja utama Perangkat Daerah, 
satuan, formula dan sumber data masing-masing IKU. 

(4)	 Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai 
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

(5)	 RKT Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
memuat uraian, indikator kinerja, satuan, target capaian kinerja tahun 
rencana dan pagu anggaran atas Sasaran Strategis, Program, serta Kegiatan 
Perangkat Daerah, yang disusun setelah KUA-PPAS disepakati dengan 
DPRD. 

(6)	 Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e memuat indikator kinerja dan target capaian kinerja tahun rencana yang 
dijabarkan secara periodik (triwulan atau semester) atas setiap Sasaran 
Strategis yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, 
serta indikator kinerja, target capaian kinerja, pagu anggaran, 
penanggungjawab, dan jadwal pelaksanaan atas setiap programjkegiatan 
Perangkat Daerah pada tahun berjalan. 

(7)	 Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat kesesuaian tahapan perumusan 
Renstra, kesesuaian Renstra dengan pelaksanaan, target, realisasi dan 
tingkat capaian indikator kinerja atas programjkegiatan Perangkat Daerah 
berdasarkan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah, 

(8)	 Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g memuat kesesuaian tahapan perumusan Renja, 
kesesuaian Renja dengan pelaksanaan, target, realisasi, dan tingkat capaian 
indikator kinerja serta anggaran atas programjkegiatan Perangkat Daerah 
secara triwulan dan akhir tahun evaluasi, berdasarkan sasaran strategis 
yang ada pada Renstra Perangkat Daerah. 

(9)	 Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf h memuat target capaian, realisasi capaian, dan tingkat capaian 
indikator kinerja atas sasaran strategis, program, dan kegiatan Perangkat 
Daerah secara periodik (triwulan atau semester) dan akhir tahun evaluasi 
berdasarkan Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal5 

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Perangkat 
Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan 
pemangku kepentingan. 

BABIV 

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
 
EVALUASI PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
 

Pasal6 

(1)	 Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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(2) Peraturan Gubernur ini terdiri dari: 

a. Tata cara Penyusunan, Perubahan dan Sistematika Penyajian Renstra 
Perangkat Daerah; 

b. Tata cara Penyusunan, Perubahan dan Sistematika Penyajian Renja 
Perangkat Daerah; 

c. Tatacara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 

d. Format Penyajian IKU Perangkat Daerah; 

e. Format Penyajian RKT Perangkat Daerah; 

f. Format Penyajian Rencana Aksi Perangkat Daerah; 

g. Tata cara Pengendalian Kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil 
Renstra Pcrangkat Daerah, serta Format Penyajiannya; 

h. Tata cara Pengendalian Kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi Renja 
Perangkat Daerah, serta Format Penyajiannya; 

i. Format Penyajian Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
Pada tanggal 7 November 2017 

GUBERNUR I.AMPUNG, 

ttd 

M.RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 7 November 2017 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

ttd 
Salinan sesuai deugan aslinya 

KEPALA B 0 I-/UKUM, 

Ir, SlITONQ, M.M 
Pembina Utama 

NIP. 19580728 198602 1 002 ZULFIKAR.S.H. M.B 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 

BERlTADAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR: 70 
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 70 TAHUN 2017 
TANGGAL: 7 - 11 - TAHUN 2017 

70 

A.	 TATA CARA PENYUSUNAN, PERUBAHAN, DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN 
RENSTRAPERANGKATDAERAH 

I. Tata Cara Penyusunan Renstra 

Berdasarkan Perrnendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 

I. Persiapan Penyusunan Renstra; 

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; 

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; 

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 
~, 

5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan 

6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah. 

Setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.	 Persiapan Penyusunan Renstra 

Tahap Persiapan meliputi: 

a.	 penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun 
Renstra Perangkat Daerah; 

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; 

c.	 penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan 

d. penyiapan data dan inforrnasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem 
Inforrnasi Pemerintah Daerah (SIPD). 

2.	 Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah 

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan 
penyusunan rancangan awal RPJMD.Penyusunan rancangan awal 
Daerah mencakup: 

a.	 analisis gambaran pelayanan; 

b. analisis permasalahan; 

c.	 penelaahan dokumen perencanaan lainnya; 

d.	 analisis isu strategis; 

bersamaan dengan 
Renstra Perangkat 

e.	 perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta 
target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; 

f.	 perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan 
sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan 

g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan 
dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif daJam rancangan 
awal RPJMD. 



- 2 ­

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling 
sedikit memuat: 

a.	 Pendahuluan; 

b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 

c.	 Pennasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; 

d. Tujuan dan Sasaran; 

e.	 Strategi dan Arah Kebijakan; 

f.	 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 

g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan 

h. Penutup. 

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

a.	 Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempumakan rancangan awal 
renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan 
rancangan renstra Perangkat Daerah; 

b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat DaerahJlintas 
Perangkat Daerah; 

c.	 Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam 
Berita Acara; 

d. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempumakan berdasarkan Berita Acara; 

e.	 Rancangan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit sama 
dengan Rancangan AwaJ Renstra Perangkat Daerah; 

f.	 Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah 
kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan 
dalam penyempumaan rancangan awat RPJMD; 

g. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 

h. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah; 

i.	 Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah 
selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakornodir hasil Berita Acara Forum 
Perangkat/Lintas Perangkat Daerah; 

j.	 Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDAmenyampaikan saran 
dan rekomendasi untuk penyempumaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada 
Perangkat Daerah, 

k. Berdasarkan	 saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah 
menyempumakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

I.	 Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempumakan, selanjutnya 
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA. 

m. Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah, disampaikan paling lambat 2 (dua) 
minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

4.	 Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 

a.	 Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses 
penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. 
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b. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam 
strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, 
arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang RP1MD. 

c.	 Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi disajikan dengan sistematika 
minimal sarna dengan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah. 

5.	 Penetapan Renstra Perangkat Daerab 

a.	 Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah 
kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. 

b. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat	 1 (satu) minggu 
setelah Peraturan Daerah tentang RP1MD ditetapkan. 

c.	 Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan 
kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan 
Daerah tentang RP1MD. 

d. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran 
dan rekomendasi unruk penyempumaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 
kepada Perangkat Daerah, 

e.	 Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah 
menyempumakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. 

f.	 Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempumakan disampaikan 
kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk dilakukan 
proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. 

g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan paling lambat 2 (dua) 
minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 

h. BAPPEDA menyampaikan	 rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah 
diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan 
Perkada. 

i.	 Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat I (satu) bulan 
setelah Peraturan Daerah tentang RP1MD ditetapkan. 

J.	 Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman 
Kepala Perangkat Daerah dalam rnenyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan 
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 

II. Tata eara Perubaban Renstra Perangkat Daerab 

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 108 
sampai dengan Pasal 124 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berlaku mutatis mutandis 
terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

III. Sistematika Penyajian Renstra Perangkat Daerab 

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat 
Daerah yang telah diuraikan sebelurnnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan 
Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan seeara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat 
Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra KlL dan Renstra 
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan 
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, 
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan aeuan dalam penyusunan 
pereneanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjeJasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar 
isi dokumen. 

BAB II 

GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah, mengulas seeara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah 
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah 
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelurnnya, mengemukakan capaian 
program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan meJalui peJaksanaan RPJMD periode 

.~	 sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi 
melalui Renstra Perangkat Daerah ini. 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur 
organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eseJon dibawah 
kepaJa Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk 
menunjukkan organisasi, jumlah personiJ, dan tata Jaksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, 
mekanisme). 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan ringkas tentang maeam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, meneakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha 
yang masih operasional, 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Bagian ini menunjukkan tingkat eapaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target 
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau 
indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau 
indikator yang teJah diratitikasi oleh pemerintah. 
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Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format 

sebagai berikut: 
Tabel T-C.23. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .) . 
ProvinsiIK.abupaten/Kota . 

NO 

lndikator 
Kinerja 

sesuai TugQ9 
dan Fungsi 
Perangkat 

Oaerah 

TiltS" 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

TargetRenstra 
Perangkat 

Daerah Tahun 
ke-

I 2 3 4 5 

Realisasi Capaian 

Tahun ke­

1 2 3 4 5 

RasioCapaian pads 

Tahun ke-

I 2 3 4 5 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (J I) ( 12) (13) ( 14) (IS) (J 6) (17) (18) ( 19) (20) 

.> 

.:. 
NSPK 
IKK 

: Norma Strandar Prosedur Kegiatan 
: lndikator Kinerja Kunci 

Kopala Perangkal DIlCI1h 

.20.... 

. 

TabelT-C.24. 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah" 
Provinsi/Kabupaten/Kota" .) . 

.. 

Anggaran pada Tahun ReaJisasi Anggaran pada Raslo entere Realisasi dan Rata-rata
Uraian ke- Tahun ke­ An!'aran Tahun ke- Pertumbuhan...) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 An••aran Realisasi 
11\ 12\ ' e3\ e4\ (5\ I 161 e71 181 I 19l 110\ (Ill 1112) ( 13\ 114\ 1115\ ' 116\ 1171 118\ 

...
*) diisikan dengannama Perangkat Daerah 

- •• ) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota 
..... ) disesuaikan dengan kewenangan Perangkal Daerah 

Setelah penyaj ian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel 
tersebut. 

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan adaltidaknya 
kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang 
mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta 
faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk 
menggambarkan potensi dan pennasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan 
periode sebelurnnya, 

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja 
rasio antara reaiisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihai mana yang baik 
atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yangmempengaruhi kinerja 
pengelolaan pendanaan peJayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme,jumlah dan kuaiitas 
personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya, Hasil interpretasi ini 
ditujukan untuk menggambarkan potensi dan pennasaJahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah. 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K1L dan Renstra Perangkat Daerah 
kabupatenlkota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupatenlkota), 
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai 
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun 
mendatang. Bagian ini mengemukakan macarn pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, 
dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 

BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian 
Tabel T-B.35. 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, 
misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan 
identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor­
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi 
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang 
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari 
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah 
ditinjau dari sasaran jangkamenengah Renstra KIL ataupun Renstra Perangkat Daerah 
provinsilkabupatenlkota. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan 
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari 
implikasi RTRW dan KLHS. 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang 
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 

I. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsilkabupatenlkota; 

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 

5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. 

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis 
tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan 
ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. 
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BAB IV
 

TUJUAN DAN SASARAN
 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pemyataan tujuan dan sasaranjangka menengah Perangkat 
Daerah.Pemyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator 
kinerjanya disajikan dalarn Tabe! T-C.25 sebagaimana berikut ini. 

Tabel T-C.25. 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 

NO. TUJUAN SASARAN 
TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE­

(I) (2) (3) (4) IS) (6) (7) (8) (9) 

BAB V
 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 

Pada bagian ini dikernukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakanPerangkat Daerah dalarn lima 
taboo mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. 

Tabel T-C.26.
 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan) 

MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan) 

StrategiTujuan Sasaran Arah Kebijakan 

Strategi 1.1 I. Sasaran 1.1 I. Arah Kebijakan 1.1 
Tujuan 1 2. Sasaran 1.2 I. Strategi 1.2 2. Arah Kebijakan 1.2 

2. Dsl... ..... 3. Dsl... 3. osr.. 
I. Strategi 2.1 I. Sasaran 2.1 I. Arah Kebijakan 2.1 

Tujuan 2 2. Strategi 2.2 2. Arah Kebijakan 2.2 2. Sasaran 2.2 
3. DsL ....3. Dst ... 3. Dst... 
Dst.. ....Dsr.. .... DS1...... Dst...... 

MISIII : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan) 

Tujuan StralegiSasaran Kebijakan 

I. Sasaran 1.1 I. Strategi 1.1 I. Arah Kebijakan 1.1 
Tujuan 1 2. Strategi 1.22. Sasaran 1.2 2. Arah Kebijakan 1.2 

3. Dst... 3. Os!.. ...... 3. Dst ... 
4. Strategi 2.1 I. Sasaran 2.1 I. Arah Kebijakan 2.1 

Tujuan 2 2. Sasaran 2.2 S. Strategi 2.2 2. Arah Kebijakan 2.2 
3. Dst... 6. Dst.. ...... 3. Os!... 

DsI...... Dst......Dst ...... Dst.. .... 
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label r-c.rz
 
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah *)
 

Provinsi/Kabupaten/Kota **)
 

TIiJuaD 

(I) 

TujuaD I 

s...... 

(2) 

s.......1 

K"'" 

(4) 

Program dIIn 

KCPaIan 

(') 

""'...... 
egiatan .. 

hlltibJor 

Killerj_ TQjuan, 

Suar-.ProIV&m 

(t>IIfL'omt') dan 

Kcgiaran (orl/plll) 

(6) 

o-lCapaian 

pMIaTabun Awll-­
(7) 

Tallun-] 

..... .. 
(8) (') 

Target Kinerja Program daD KCf3Jlgka Pcodanaan 

Tabun-2 Tahun·J Tahllll.... TalulD-S 

TarSel. R. ,...... R, ,... R, ..... .. 
(10) (II) (12) (ll) (14) (IS) (16) (17) 

KOIldisi Kinerja 

padIuhir 

periodt RCbSln 

Penngkal 

"""'" 
T...... R, 

(II) (I') 

UnllKeJ}oI 

Pam.... 

Ooonh 

"'..... 
pg-jawab 

120) 

Lobsi 

(21) 

~...... 2 P'Jogram •. 

tr...egjalan .. 

DsI.. 

Tujuan2 

s.......1 Program 

cgillan . 

~2 ""sm"· 
....eBi·tan .. 

D'I 

.) diisikan dengan nama Perangkat Daerah 
")diisikan dengan nama ProvinsiIKabupateni Kola 
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BAB VII
 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan 
kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tuiuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan 
dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. 

Tabel T-C.28.
 
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 

NO Indikatcr 

Kondisi 

Kinerja pada ewe! 

periode RPJMD 

Target Capaian Setiap 
Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada akhir 

Tahun 0 
Tahun 

I 

Tahun 

2 

Tahun 

3 

Tahun 

4 

Tahun 

5 

periode 

RPJMD 

( I) (2) (3) (4) (~ ) (6) (7) (8) (9) 

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah 
kepada Bappeda untuk di verifikasi. 

B.	 TATA CARA PENYUSUNAN, PERUBAHAN, DAN SISTEMATlKA PENYAJIAN 
RENJAPERANGKATDAERAH 

I. Tata Cars Penyusuoan Renja 

Berdasarkan Perrnendagri 86 Tahun 2017, Tala Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah, 
terdiri dari beberapa Tahapan, yaitu : 
I. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 
3.	 Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah 
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas perangkat daerah 
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah 

Setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

I. Perslapan Penyusunan Reoja Peraogkat Daerah 

Persiapan meliputi: 

a.	 penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun 
Renja Perangkat Daerah; 

b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; 

c.	 penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan 

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. 
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2. PenyusunaD Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 

(\)	 Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat 
minggu pertama bulan Desember; 

(2) Penyusunan	 rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra 
Perangkat Daerah, hasil evaJuasi hasil Renja Perangkat Daerah taboo laJu, dan hasil 
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan; 

(3) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjarnin kesesuaian 
antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang 
disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat 
Daerah; 

(4) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah taboo lalu dan hasil 
evaluasi basil Renja Perangkat Daerah taboo beIjalan bertujuan untuk memastikan 
bahwa rumusan kegiatan altematif danlatau kegiatan baru yang disusun dalam 
rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi 
pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. 

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: 

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan 

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah taboo lalu. 

Hasil perumusan rancangan awaJ Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika 
paling sedikit memuat: 

a. Pendabuluan; 

b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun laJu; 

c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 

d. Rencana KeIja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan 

e. Penutup. 

(I)	 Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran 
KepaJa Daerah; 

(2) Penyempumaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan 
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan 
dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kineIja, 
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal 
RKPD. 

(3)	 Rumusan kegiatan aJtematif danlatau kegiatan bam diajukan kepaJa Perangkat 
Daerah kepada Kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerab/lintas Perangkat 
Daerah. 

3. Penyusunan Raneangan Renja Perangkat Daerah 

(\)	 Penyusunanrancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan 
rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah 
tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah; 

(2) RancanganRenja	 Perangkat Daerah dibabas dan disempumakan dalarn forum 
perangkat Daerabllintas perangkat Daerah; 

(3) RancanganRenja Perangkat Daerab disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya 
seperti Rancangan Awal Renja; 

(4) Rancangan Renja Perangkat Daerab provinsi disarnpaikan kepada kepala BAPPEDA 
provinsi untuk diverifikasi dan dijadikansebagai baban penyempurnaan rancangan 
awal RKPD menjadi rancangan RKPD; 
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(5)	 RancanganRenja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu pertama bulan 
Maret; 

(6)	 BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah; 

(7)	 Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras 
dengan rancangan awal RKPD; 

(8)	 Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, 
BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempumaan rancangan Renja 
Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah; 

(9)	 Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempumaan, Kepala Perangkat Daerah 
menyempumakan Rancangan Renja Perangkat Daerah; 

(10)	 Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempumakan disampaikan kembali 
oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA; 

( II )	 Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 
paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah 
kepada BAPPEDA. 

4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 

( I)	 Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses 
penyempumaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja 
Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD Perumusan rancangan akhir 
Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu 
indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang 
ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. 

(2)	 Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 129. 

s. Penetapan Renja Perangkat Daerah 

(I)	 Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada 
kepala BAPPEDA untuk diverifikasi; 

(2)	 Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat I (satu) minggu 
setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan; 

(3)	 Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatifRenja Perangkat 
Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah ten tang RKPD dan Renja Perangkat 
Daerah lainnya; 

(4)	 Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA 
menyampaikan saran dan rekomendasi penyempumaan rancangan akhir Renja 
Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah; 

(5)	 Berdasarkan saran dan rekornendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempumakan 
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; 

(6) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah	 disempumakan disampaikan 
kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA; 

(7)	 Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) 
minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; 

(8)	 BAPPEDA rnenyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah 
diverifikasi kepada KepaIa Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan 
Perkada; 

(9)	 Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat I (satu) bulan setelah Perkada tentang 
RKPD ditetapkan; 

(10)	 Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA 
Perangkat Daerah. 
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II.	 Tata Cara Perubahan Renja 

1.	 Penyusunan Rancangan Perubahan Renja 

(I)	 Penyusunan raneangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah 
Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman 
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah; 

(2) Penyusunan raneangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: 

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan 

b.	 Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, 
kabupatenlkota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. 

(3) Penyusunan	 raneangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri alas: 

Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan 

b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. 

(4)	 Perumusan raneangan Renja Perangkat Daerah meneakup: 

a. anaJisis gambaran peJayanan Perangkat Daerah; 

b. analisis hasil pengendaJian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan 
Triwulan Iltahun berkenaan; dan 

c.	 penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

(5) Raneangan	 Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika 
sebagai berikut: 

a. pendahuluan; 

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; 

c. reneana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan 

d. penutup. 

(6) Rancangan	 Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada KepaJa 
Daerah melalui BAPPEDA untuk diverifikasi; 

(7) Penyampaian	 Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat I 
(satu) rninggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan 
Perubahan Renja Perangkat Daerah. 

2.	 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 

(I)	 Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir 
Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Perubahan RKPD; 

(2) Rancangan akhir	 Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikandengan sistematika 
sekurang-kurangnya seperti Raneangan Awal Perubahan Renja; 

(3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling 
lambat 2 (dua) rninggu setelah Peraturan Kepaladaerah tentang Perubahan RKPD 
ditetapkan; 

(4) Raneangan akhir	 Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada KepaJa 
Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi; 

(5) Penyampaian	 Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 
(dua) minggu seteJah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan; 

(6)	 BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap raneangan akhir Perubahan Renja 
Perangkat Daerah; 

(7)	 Verifikasi bertujuan untuk memastikanrancangan akhir Perubahan Renja Perangkat 
Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD; 
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(8) Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidak sesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran 
dan rekomendasi untuk penyempumaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat 
Daerah kepada Perangkat Daerah; 

(9)	 Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah 
rnenyernpumakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; 

(10)	 Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempumakan disampaikan 
kernbali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA; 

(II)	 Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 365 paling lambat 3 (tiga) rninggu setelah Peraturan Kepala Daerah 
tentang Perubahan RKPD ditetapkan. 

3. Penetapan Perubahan Renja 

(I)	 BAPPEDA rnenyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat 
Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah rnelalui Sekretaris Daerah 
untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 

(2)	 Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling 
lambat I (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD 
ditetapkan: 

(3)	 Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Daerah rnenjadi pedornan Perangkat Daerah dalam rnenyusun perubahan RKA 
Perangkat Daerah. 

III.	 Sistematika Penyajian Renja 

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut 
sisternatika sebagai berikut: 

BABI. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan rnengenai gambaran wnwn penyusunan rancangan Renja 
Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1	 Latar Belakang 

Mengernukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan 
Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokwnen 
RKPD, Renstra Perangkat Daerah,dengan Renja KJL dan Renja provinsilkabupaten/kota, 
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2	 Landasan Hukwn 

Mernuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pernerintah, peraturan daerah, dan 
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,kewenangan Perangkat Daerah, 
serta pedornan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 
Perangkat Daerah. 

I .3	 Maksud dan Tujuan 

Mernuat penjelasan tentang rnaksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

1.4	 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta SUSWlan garis 
besar isi dokwnen. 
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BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1	 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 
Perangkat Daerah 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-I), mengacu pada APBD 
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah 
disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun­
tahun sebelumnya. 

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi 
Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah 
danlatau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 

I. Realisasi	 program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 
direncanakan; 

2. Realisasi	 program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 
direncanakan; 

30	 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasillkeluaran yang 
direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 
target kinerja program/kegiatan; 

40	 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 

50	 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk 
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C029 yang disesuaikan denganPerangkat 
Daerah masing-masing, dengan format label sebagai berikut: Tabel T-C.29 
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RekapitulasiEvaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tabun (tahun berjalen) • ProvinsilKabupatenIKota . Nama Perangkat
 

Daerah: Lembar: .
 

UrusanlBidangUrusan 
Kode PemerintahanDaerah DM 

ProgramlKegiatan 

I 2 

I Urusan... 

I 01 BidalJgUrusan. . 

I 01 01 Program... 

1 01 0' 01 KegialaD._ 

1 01 01 02 Kegiataa..... 

I 01 01 03 D'L 

Indikator Kinerja 
Program 

(Oll/comes)/ 
Kegiatan(oulpul) 

3 

Realisasi Target TargetdanRealisasiKinerja Programdan 
TargetTargetKinerja KinerjaHasil KegiatanTabunLalu(n-2) 

programdanCapaian Program 
Programdan kegiatan (Renja (Renstra Perangkat Keluaran Realisasi PerangkatDaeral1) Tabun......... 
Kegiatan s/d TargetRenja Renja 

Tingkat Daerahtahun n-I)
dengan Perangkat Perangkat 

tal1un{n-J) Daerahtahun(n-
Daerah 

Realisasi (%) 
2) tahun(n-2) 

5 6 7 8=(7/6) 94 

PerkiraanReaHsasi Capaian 
TargelRenslraPerangkat 
Daerabs/dtahun berjalan 

Realisasi Tingkat 
Capaian Capaian 

Programdan ReaJisasi 
Kegiatan&'d Target 

tahun berjalan Renstra 
(tehunn-I (%) 

H)=(S+7+9) 11=(10/4) 

1 01 02 P'rugnutl .... 

I 01 02 01 Kegialan ... _. 

1 01 01 02 Kegiatan.... 

1 01 02 03 "".. 

1 01 03 Propal1l ... 

\ 01 03 01 Ktgiatan._ 

1 01 .3 02 Kegiatan. 

1 01 03 03 Dst.... _... 
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2.2	 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

(I)	 Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah 
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, 
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Taboo 2008. 

(2)	 Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing 
Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan kinerja pelayanan. 

(3)	 Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mernpunyai tolok ukur dan 
indikator kinerja yang akan diuji, maim setiap Perangkat Daerah perlu terlebih 
dahulu menjelaskan apa dan bagaimana eara menentukan tolok ukur kinerja dan 
indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta 
norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

(4)	 Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja 
pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah 
masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut: 

Tabel T·C.30.
 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 

Provinsi/Kabupaten/Kota .
 

Reelisasi 

NO Indikator 

SPM/stan 
darnasional 

IKK 

Target Renstra PerangkatDaerah 

Tahun Tahun TahunTahun 

Cepaian 

Tahun Tahun 

Proyeksi 

Taboo Tehun 

Catetan 
AnaJisis 

.... (thon­ .... (tho n­
2) I) 

.... (tnn 
n) 

... (Ihn n+1 .... (thn n· 
2) 

.... (thn n~ 

I) 
.... (.m 

n) 
... (thn n+ 

(I) IZ) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (II) (12) (13) 

2.3	 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian 
mengenai: 

(I)	 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait 
dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai 
koordinasi dan sinergi program antara PerangkatDaerah provinsi dengan 
Perangkat Daerah kabupatenlkota serta dengan kementerian dan lembaga di 
tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 

(2)	 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah; 

(3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian 
program nasionaVintemasional, seperti NSPK, SPM dan SDOs (Suistanable 
Development Goals); 

(4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkal Daerah; dan 

(5)	 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk 
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang 
direncanakan. 
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian mengenai: 

(I)	 Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal 
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

(2)	 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

(3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting 
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat 
rumusan program dan kegiatan bam yang tidak terdapat di rancangan 
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya 
berbeda; dan 

(4)	 Lampirkan label berikut, Tabel T-e.31: 

Tabel T-C.3l.
 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun .
 

Provinsi ..
 

No 

RancanganAwalRKPD HasiiAnatisis Kebutuhan 

Calalan 
PentingProgram! 

Kegtatan 
Lokasi 

Indikator 
kinerja 

Target 
capalan 

Pagu 
indikatif 
(Rp.OOO) 

Program! 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 

k.inerja 
Target 

capalan 

Kebutuhan 
Dana 

(Rp.OOO) 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) (\I ) ( 12) 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

(I)	 Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap programlkegiatan yang diusulkan 
para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung 
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari 
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat 
Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat 
Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan 
musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). 

(2) Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 

a) Penjelasan tentang proses bagairnana usulan prograrn/kegiatan usulan 
pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 

b) Penjelasan kesesuaian usuJan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 

c) Sajikan TabeJ T·C.32 sebagai berikut: 

Tabel T-C.32. 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ... 

Provinsi .. 

Nama Perangkat Daerah : .......
 

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 
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BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang 
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan 
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 
Perangkat Daerah. 

3.3 Programdan Kegiatan 

Berisikan penjelasan mengenai: 

a.	 Faktor-faktoryang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan 
kegiatan.Misal: 

•	 Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian SDGs, 

•	 Pengentasan kemiskinan, 

•	 Pencapaian NSPK dan SPM, 

•	 Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, 

•	 Pengembangan daerah terisolir, 

•	 Dsb. 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: 

•	 Jumlah program dan jumlah kegiatan. 

•	 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai 
kawasan danapa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). 

•	 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. 

c.	 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awaJ 
RKPD, baik jenis programlkegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. 

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengeJjaan Tabel T-C.33, yaitu 
sebagai berikut: 
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Tabel T-c.33. 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 

Nama Perangkat Daerah : 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Kode Pemerintanan 
Daerahdan 

Program/Kegiatan 

(I) (2) 

Catalan: 

Tahun 

lndlkator 
Kinerja 
Program 

/Kegiatan 

(3) 

dan Prakiraan Maju Tahun .
 
Provinsi .
 

.	 Lembar dari . 

. RencanaTahun............{Tahun
 
Rencana) 

Target 
Lokasi Capaian 

Kioerja 

(4) (5) 

Kebutuhan
 
DanaiPagu
 
Indikatif
 

(6) 

Sumber
 
Dana
 

(7) 

Catalan
 
Penting
 

(8) 

PrakiraanMaju
 
RancanaTahun
 

.........
 
Target Kebutuhan 

Capaian Danai Pagu 
Kioerja Indikatif 

(9) (10) 

Isikan angka tahun reneana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jurnlah 
lembar, pada tabel diatas 

• Pengisian tabel berdasarkan basil hitungan pada Tabel T-B.36. 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V. PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: 

a.	 Catalan penting yang perlu mendapat perbatian, baik dalam rangka pelaksanaannya 
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

e.	 Rencana tindak lanjut. 

Pada bagian lembar terakhir dicanturnkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat 
Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pernerintah daerah 
yang bersangkutan. 
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C.	 TATA CARA PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAHILINTAS 
PERANGKAT DAERAH 

1. Forum Perangkat DaerahILintas Perangkat Daerab Dalam Penyusunan Renstra 

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas 
rancangan satu danlatau lebih dari dua Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala 
Perangkat Daerah untuk rnendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempumaan substansi 
rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah diselenggarakan setelah Kepala Perangkat 
Daerah menerima Surat Edaran Kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra yang 
dilarnpirkan dengan rancangan awal RPJMD. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 
daJam penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan forum penting guna membantu 
memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan 
yang akan dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah mampu merespon kebutuhan dan 
aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah tersebut. 

Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan Perangkat 
Daerahdalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan parapemangku kepentingan 
Perangkat Daerah tersebut untuk 5 (lima) tahun mendatang. Forum ini juga menjadi media 
komunikasi antara Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati 
apa yang dapat dilakukan dana yang belum dapat dilakukan Perangkat Daerah melalui Renstra 
Perangkat Daerah taboo rencana. 

Tujuan penyelenggaraan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah adalah untuk: 

1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh Perangkat Daerah atas kebutuhan pelayanan 

Perangkat Daerah untuk lima taboo mendatang 

2. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan tentang: 

a.	 Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah untuk ditangani dalam 5 (lima) taboo 
mendatang; 

b. Tujuan dansasaran pelayanan Perangkat Daerah jangka menengah; 

c. Strategi dan kebijakan peJayanan; 

d. Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam 5 (lima) taboo mendatang; dan 

e.	 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang rnengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal 
RPJMD. 

Kesepakatan yang dihasilkan oleh forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini rnenjadi 
acuan bagi tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dalam penyempumaan materi rancangan 
Renstra Perangkat Daerah. 

Keluaran yang harus di hasilkan oleh forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 
penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah materi kesepakatan dengan para pemangku 
kepentingan pelayananPcrangkat Daerahtentang masukan-masukan bagi penyempumaan substansi 
rancangan Renstra Perangkat Daerah, Rancangan Renstra Perangkat Daerahyang telah 
disempumakan ini kemudian disampaikan kepada BAPPEDA sesuai jadwal yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

Dengan demikian, forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renstra 
Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan 
Renstra Perangkat Daerah sebelum disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan. 

PenyeJenggaraan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah dilakukan dengan 
mempertim bangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. 
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1)	 Materi yang perlu dipersiapkan 

Materi yang perlu disiapkan bagi pembahasan forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat 
Daerah ini sekurang-kurangnya adalah: 

I.	 Ringkasan hasil kajian/analisis dan hasil perumusan substansi Rancangan Renstra 
Perangkat Daerah yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; 

2.	 Ringkasan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupatenlkota, digunakan untuk 
pembahasan forum Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 

3.	 Ringkasan Renstra KIL dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, digunakan untuk 
pembahasan forum Perangkat Daerah kabupatenlkota untuk Renstra Provinsi, sedangkan 
Renstra Provinsi dan kecamatan untuk Renstra kabupatenlkota; dan 

4.	 Rancangan Awal RPJMD. 

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat DaerahJLintas Perangkat Daerah 
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

(1)	 Peserta 

Peserta forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah adalah pihak- pihak yang 
memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat 
Daerah melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum Perangkat 
DaerahiLintas Perangkat Daerah berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui 
pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat 
Daerah terdiri dari: 

a) Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah 

b) Kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan 
Perangkat Daerah; 

c) Perangkat Daerah yang bersangkutan: dan 

d) Perangkat Daerah yang memperoleh manfaat/dampak langsung/tidak langsung	 dari 
pelayanan Perangkat Daerah. 

(2)	 Narasumber 

Narasum berforum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berfungsi memberikan 
informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil 
forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah. Informasi yang disarnpaikan harus 
dapat dipertanggungjawabkan, 

(3)	 Fasilitator 

Fasilitator yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu 
pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. Fasilitator 
bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan 
untuk menyepakati setiap materiyang dibahas dalam setiap ke1ompok diskusi. 

(4)	 Tim Penyelenggara Forum 

Tim penyelenggara forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah adalah tim 
penyusun Renstra Perangkat Daerah. Tugas Tim Penyelenggara forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerah adalah: 

•	 Menyiapkan materi yang diperlukan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah; 

•	 Menyusun jadwal, agenda dan daftar kebutuhan logistik/kelengkapan Forum 
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 

•	 Mengidentifikasi fasilitator yang akan memandu pembahasan; 

•	 Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum 
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 
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•	 Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 

•	 Merangkum berita acara kesepakatan hasil penyelenggaraan forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerah; 

•	 Menyusun hasil penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah; dan 

•	 Menyampaikan kepada BAPPEDA dan DPRD rancangan Renstra Perangkat Daerah 
yang telah disempurnakan berdasarkan basil forum Perangkat Daerah!Lintas 
Perangkat Daerah. 

2)	 Pelaksanaan ForumPerangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, 

2.1 Tahap Persiapan Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah 

POOa tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: 

(I)	 Menyiapkan materi yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum 
Pemngkat DaerahlLintas Perangkat Daerah; 

(2) Menyiapkan jadwal, agenda, tempat	 dan logistik peJaksanaan forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerah; 

(3) Menyiapkan	 tata cara peJaksanaan forum Perangkat Daerah!Lintas Perangkat 
Daerah meliputi peserta, narasumber, fasilitator yang akan terlibat, agenda acara, 
pembagian diskusi kelompok, kriteria prioritisasi program Perangkat Daerah jangka 
menengah, dan perumusan kesepakatan dan berita acara; 

(4) Mengumumkan	 secara terbuka minimal 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan 
forumPerangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah tentangjadwal, agenda, dan ternpat 
pelaksanaan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah; 

(5) Mempublikasikan pokok-pokok	 substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah 
rnelalui media rnasa, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerab. Pokok-pokok substansi rancangan Renstra 
Perangkat Daerah sedikitnya memuat: 

•	 Gambaran kinerja pe1ayanan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya; 
•	 Isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerab untuk ditangani pada 5 taboo 

rnendatang; 

•	 Visi dan misi pelayanan Perangkat Daerah; 
•	 Tujuan dan sasaranjangka menengah Perangkat Daerah; 
•	 Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengab Perangkat Daerah; 
•	 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif; dan 
•	 Indikator kinerja Perangkat Daerab yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD. 

(6) Mengundang	 fasilitator yang dinilai memenuhi kualifikasi berikut: memiliki 
pemahaman yang rnemadai atas substansi yang akan dibahas dalam forum Perangkat 
Daerah!Lintas Perangkat Daerah, dan memiliki pengalaman yang memadai 
dalam memfasilitasi diskusi dan penyepakatan hasil; 

(7) Mengundang narasumber yang telah dipilih berdasarkan kompetensi atas bidang 
pelayanan Perangkat Daerah; 

(8) Menyusun tata tertib pembahasan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah; 

(9)	 Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah 
sampai dengan I (satu) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah.Saat 
mendaftar, peserta menginformasikan pada ke1ompok diskusi yang mana dia akan 
bergabung; dan 

(10) Menyusun daftar pembagian peserta berdasarkan butir, 
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2.2 Tahap Diskusi dan Pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

Tahap diskusi dan pembahasan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah terdiri 
dari: 

A. Pembukaan oleh Kepala Perangkat Daerah; 

B. Sidang Pleno I meliputi: 

I. Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD yang sekurang­
kurangnya meliputi isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran 
pembangunan daerah jangka menengah, indikasi rencana program prioritas 
daerah, indikator keJuaran program, dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang 
bersangkutan; 

2. Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra Perangkat Daerah; 

3. Pemaparan rnateri lainnya sesuai kebutuhan; dan 

4. Tanggapan urnum peserta atas materi yang dipaparkan. C. 

C. Sidang kelompok diskusi membahas: 

I. Kriteria	 prioritisasi program Perangkat Daerah jangka menengah, isu- isu 
strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator 
kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif Perangkat Daerah, indikator kinerja 
Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya 
mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah dan pencapaian tujuan dan 
sasaran pembangunan daerahjangka menengah; 

2. Pembahasan untuk memperolehsaran, tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari 
peserta kelompok diskusi; 

3. Pengambilan	 keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai 
mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui 
musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan 
dengan persetujuan sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok 
diskusi; dan 

4. Materi	 yang disepakati kelompok diskusi diformulasikan kedalam rancangan 
rumusan hasil keputusan/kesepakatan kelompok diskusi. 

D. Sidang Pleno II berisikan pemaparan rancangan hasil sidang keJompok antara lain: 

1. Hasil penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran,	 strategi dan kebijakan, 
program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif 
Perangkat Daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada 
tujuan dan sasaran RPJMD; 

2. Berdasarkan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi	 dari seluruh peserta forum 
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi hasil 
diskusikelompok, diambilkeputusan untukdisepakati menjadi keputusan sidang 
pleno II atas setiap materi kelompok diskusi pada Forum Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah; dan 

3. Perumusan	 rancangan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas 
Perangkat Daerah yaitu: 

- Merangkurn seluruh tanggapan dan saran serta keputusan atas penajaman, dan 
klarifikasi terkaitdengan aspek keterpaduan, keselarasan, dan keterkaitan antar 
program dalam sidang pleno II. Dalam kaitan ini dapat dibentuk tim perumus 
yang berunsurkan fasilitator, wakil-wakil kelompok, narasumber, 
sesuai dengan kebutuhan; dan 

- Rangkuman hasil keputusan sidang pleno II dirumuskan kedalam rancangan 
berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat 
Daerah. 
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E. Penutupan mencakup: 

I) Pembacaan rumusan rancangan berita acara hasil forum Perangkat DaerahlLintas 
Perangkat Daerah; 

2) Meminta tanggapan akhir dari peserta terhadap rumusan rancangan berita acara 
kesepakatan hasil forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah yang 
dibacakan untuk pengambilan keputusan kesepakatan; dan 

3) Pengambilan	 keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai 
mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui 
musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan 
dengan persetujuan sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta. 

F. Tahap Perumusan Hasil 

Perumusan hasil dilakukan dengan sebagai berikut: 

I) Tim perumus merangkum seluruh hasil pembahasan materi pada sidang pleno I, 
kelompok diskusi, sidang pleno II, dan sidang pleno III sebagai lampiran dari 
berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah. 

2) Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah disetujui 
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum 
Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah. 

3) Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah ditandatangani 
beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempumaan Rancangan 
Renstra Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada BAPPEDA untuk 
diverifikasi. 

4) Format berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat 
Daerah beserta lampirannya terdiri dari: 

a.	 Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat DaerahlLintas 
Perangkat Daerah; 

b. Daftar hadir peserta forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah ; 

c.	 Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum Perangkat DaerahlLintas 
Perangkat Daerah terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan 
kebijakan Renstra Perangkat Darah; 

d. Rekapitulasi	 hasil pembahasan sidang-sidang keJompok forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan prioritas 
Renstra Perangkat Daerah; 

e.	 Rekapitulasi basil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerah terhadap indikator kinerja Perangkat Daerah 
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan 

f.	 Hasil kesepakatan sidang kelompok forumPerangkat Daerah/Lintas Perangkat 
Daerah dengan contoh format sebagai berikut: 
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Format Berita Aeara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat DaerahlLintas 
Perangkat Daerah Provinsi 

BERITA ACARA
 
Kesepakatan HasiJ Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah .
 

PROVINSIIKABUPATENIKOTA .
 

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal Bulan............ tahun 
.. .. . .. . .. .. telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah . 
prov insilkabupaten/kota yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir 
sebagairnana tercantum dalam Lampiran I berita aeara ini. 
Setelah rnernperhatikan, rnendengar dan mempertimbangkan : 

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan) 
2. Tanggapan dan	 saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

provinsi/kabupaten/kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-rnasing ketua kelompok 
diskusi sebagairnana teIah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada: 

Hari dan Tanggal 

Jam 

Tempat 

Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah ...... ProvinsiIKabupatenIKota .........Tahun ........
 

MENYEPAKATI 

KESATU Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja 
yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah 
diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat 
Daerah ProvinsilKabupatenIKota; 

KEDUA Menyepakati raneangan Renja Perangkat Daerah .......... 
Provinsi/KabupatenIKota ...... Tahun .... sebagaimana tereantum dalam 
Lampiran II berita aeara ini; 

KETIGA Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat 
Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tereantum dalam 
Lampiran III berita aeara ini; 

KEEMPAT Menyepakati berita aeara ini beserta Jampirannya (Lampiran I,I1,III) 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita 
acara basil kesepakatan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat 
Daerab Provinsi/Kabupaten/Kota .... ini; dan 

KELIMA Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai baban 
penyempurnaan rancangan RKPD ProvinsilKabupatenIKota Tabun 

Demikian berita aeara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

.............. tanggal .. 

Pimpinan Sidang 
(Nama Jabatan) 

Tanda tangan 

(Nama) 
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Menyetujui,
 

Wakil Peserta Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah
 

Provinsi Lampung
 

No Nama Unsur Perwakilan Alamat 
Tanda 

Tangan 

1. DPRD 

2. Unsur BAPPEDA 

3. Unsur Perangkat Daerah 

4. Unsur Masyarakat 

5. Dst .... 

Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah HASIL 
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KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAHILINTAS 

PERANGKAT DAERAH . 

PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .. 

PROVINS) .)	 . 

Pada hari tanggal... sampai dengan hari tanggal bulan tahun telah 
diselenggarakan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang 
tercantum dalam Lampiran I berita acara ini. 

Setelah mernperhatikan, mendengar, dan mempertirnbangkan: 

a. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan) 

b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah terhadap 
materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum 
menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada: 

Hari dan Tanggal 

Jam 

Tempat 

Forum Perangkat Daerah Provinsi Larnpung: 

MENYEPAKATI 

KESATU	 Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi 
dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah .. 
provinsi/kabupaten/kota")......Tahun ....- .... sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II berita acara ini. 

KEDUA	 Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah . 
provinsi/kabupaten/kota") ... Tahun ......... yang disertai dengan target 
dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercanturn dalam Lampiran III 
berita acara ini, 

KETIGA	 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan 
sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita 
acara ini. 

KEEMPAT	 Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat 
DaerahiLintas provinsi/kabupaten/kota") Tahun sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan tidak 
terpisahkan dari berita acara ini. 

KELIMA	 Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada dictum 
KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempumaan rancangan 
Renstra Perangkat Daerah......Provinsi/Kabupaten/Kota") ....Tahun ..... 

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

............., tanggal ..
 

Kepala Perangkat Daerah 
selaku pimpinan sidang Forum 
Perangkat Daerah........ 

Tanda tangan 

(Nama) 
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Mewakili Peserta Forum PerangkatDaerahJLintas PerangkatDaerah Penyusunan Renstra
 
Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota") .
 

No Nama Lembaga/lnstansi JabatanlAlamat Tandatangan 

I. 
2. 

3. 
4. 
DSI.. 

Catatan:
 

*) coretyang tidak perlu
 

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat DaerahJLintas Perangkat Daerah 

LAMPlRAN I 

Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat DaerahJLintas Perangkat 

Daerah Provinsi .
 

Tanggal
 

Tempat
 

No Nama Lembagallnstansi Alamat & NoTelp. Tandatangan 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Dsl.. 
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b.	 Formal Rekapitulasi Hasil Pernbahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 
Daerah lerhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 

LAMPIRAN II 

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat
 
Daerah lerhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat
 

Daerah Tahun - Provinsi/Kabupaten/Kcta") .
 

Tanggal... .......... Tempat
 

ISU STRATEGIS: 

I. 

~.Ost 

[VISI 

MISII 

............................................... 

............................................. 
I 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Tujuanl 

T uj uan2 

I. Sasaran I. 1 
~. Sasaran 1.2 
b. o«.. 
I. Sasaran2. I 
2. Sasaran2.2 
3. DSI... 

I. Strategi 1.1 
~. Strategi 1.2 
~. Dst., ...... 

I.Stralegi2.1 
~. Strategi2.2 
~. Dst ........ 

1. Kebijakan 1.\ 
2. Kebijakan 1.2 
. Dsl... 

I. Kebijakan2.1 
~. Kebijakan2.2 
~. Osl... 

051...... 051.. .... Ost...... 051. ..... 

MIS I II ............................................. 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Tujuanl 

Dst...... 

I. Sasaran 1.1 
~. Sasaran 1.2 
3.051... 
051...... 

1. Strategi 1.1 
~. Strategi1.2 
3.0sl........ 
Ost ...... 

I. Kebijakan I. J 
2. Kebijakan 1.2 
.051... 

Ost ...... 

Dst .... 
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c.	 Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Program dan kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 

LAMPIRAN III 

Tujuen Sasaran IndikaJor 
Sasanm 

Kodc 
Program dan 

Kegiaaan 

lndikator Data 
CapaianKilleljaProgmm 

padaTahun
(outcome) dan. 

AwalKegia... (outpul) 
Peren<an.. 

TahlDH 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Tahun·2 Tah..·J Tahun-4 TMun-S 

Koodisi Kinerja 
Unit Kcfja 
Perangkat

pada akhir periodc Dae<>h
Renstra Perangltat Penanggwlgja

DaeTah wab 

Lokasi 

large! Rp Target Rp large! Rp large! Rp larget Rp terget Rp 

(I) 

Tujuanl 

(2) 

........, 
(J) (4) (5\ 

"",,,,,,,, ... 

(6\ (7) (8) (9\ (10) ( II) (12) un ( 14) (15\ (16) (11\ (18) (19) (20) (21) 

Ktgiab.•... 

TUJWUlI s..am.2 PrOgI1llll .... 

Kegiabn .. 

Ika.... ~ .._. 

Tujuan2 
""""" I 

Program... 

Kegiaa.an...... 

Progl8Jll.. 
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d.	 Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat DaerahlLintas 
Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 

LAMPIRAN IV X 

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat
 
DaerahlLintas Perangkat Daerah terhadap Indikator kinerja Perangkat Daerah yang
 

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota")
 

Tanggal: Tempat: . 

Kondisi Kondisi 

NO 

Indikator Sesuai 
Tugas dan Fungsi 
Perangkal Oaerah 

Kinerja pad. 
awal periode 

RPJMO 

Target Capaian SetiapTahun Kinerja 
pada 
akhir 

periode
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun S RPJMD 

e. Hasil Kesepakatan Sidang Kelompok Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah 

LAMPlRAN V f 

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT 
DAERAHILINTAS PERANGKAT DAERAH ProvinsilKabupatenIKota*) 

Pokok Bahasan: Misi .
 
Tanggal: .
 
Tempat: .
 

•, ISlJSTRATEGlS: 

VISI 

MISI 

Tujuan l 

Tujuan2 

Dsl.. .... 

................ ........................... 

............................................. 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

I. Sasaranl.1 I. Stralegi1.1 I. Kebijakan I. I 
2. Sas...anl.2 2. Strategi1.2 2.Kebijakan 1.2 
3. Dst... 3. DSI ....... 3.Dsl... 
I.Sasaran2.1 I.Strategi2. 1 I.Kebijakan2.1 
2.Sasaran2.2 2.Strategi2.2 2.Kebijakan2.2 
3.0st... 3.0sl ........ 3.0S1... 
Dsl... ... Dsl...... Ds1... ... 
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Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Tahun - . 
Provinsi/Kabupaten/Kota'") . 

terkait dengan pokok bahasan Misi .. 

TujuIIII Sasann 

(I) (2) 

TujlWll Sasanml 

TujlWll Sasmon2 

Tujuanl SMmm' 

ProgramdanInd\kator 
Kode Kegi.....

SAsaran 

(3) (4) (S) 

lndikator 
Kinctia 
Program 

(O\Itcome) 
d.. Kegi.... 

(OUtpul) 

DataCapaian 
poda Tabun 

Awol 
Perencanaen 

Tahun-I 

Iarget Rp 

Target Kinerja Program dan Kerangka Paldanaan 

Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun·~ 

Targ<t Rp Target Rp target Rp target Rp 

Kondisi Kincrja UnitKerja Perangkat
podaakhir periode DaetuhRens.... Perangltal Penanggungjawab

Dacrah 

target Rp 

Lokasi 

(6) (7) (8) (9) (10) (II) (12) (13) (14) ( \S) (16) (17) ( 18) (19) (20) (21) 

Prowam. 

Kegiatan... 

Prowam 

Kegiabn.. 

0,1... 

Program.... 

Kegiab.n... 

Program... 
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Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 
Provinsi/Kabupaten/Kota") terkait dengan Pokok Bahasan Misi .
 

Kondisi Kinerja 
pada awal pcriode 

Target Capaien SetiapTahun 
kondisi Kincrja pad

Indikalor Sesuai Tug8S dan RPJMD akhir perioee 
No Fungsi PerangkaJ: Daerah RPJMD I 

Tahun Tahun Tabun Tahun Tahun 

Tabun 0 I 2 3 4 5 

Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok 

No Saran/Rekornendasi Sidang Kelompok 

I 

2 
3 
4 

Dst.... 

...................(namadaerah)(TanggaI/Bulan/Tahun)
 

Daftar Anggota Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 
Provinsi Tahun - . 

NO Nama Lernbaga/instansi 
JabatanDalam 
. . I 

Tanda 
Tanaan 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
dst 

f.	 Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renja 

Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan 
aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempumaan rancangan 
kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan 
menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi 
dan desentralisasi. DaJam proses penyusunan RenjaPerangkat Daerah pelaksanaan forum konsultasi 
publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, 

1)	 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renja 
provinsiIKabupatenlkota 

Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota merupakan 
wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau 
dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan 
partisipastif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 
Daerah Renja dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menerima SE KepaJa Daerah tentang 
penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsi membahas rancangan Renja 
Perangkat Daerah provinsi dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang 
dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota, sebagai bahan untuk menyempumakan 
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rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi, yang difasiJitasi oleh Perangkat Daerah provinsi 
terkait. 

Forum Perangkat DaernhlLintas Perangkat Daerah kabupaten/kota mernbahas rancangan Renja 
Perangkat Daerah kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang 
dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan, sebagai bahan untuk 
menyempumakan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh 
Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait. 

Tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsilkabupaten/kota adalah: 

I. MenyeJaraskan	 program dan kegiatan Perangkat Daerah 
provinsi/kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang 
kabupaten/kota untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi, hasil musrenbang RKPD 
kabupaten/kota di kecamatan untuk Renja Perangkat Daerah kabupatenlkota; 

2. Mempertajsm	 indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah 
provinsilkabupatenlkota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 

3. Menyelaraskan	 program dan kegiatan antar Perangkat Daemh provinsi/kabupaten/kota 
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas 
pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan 

4.	 Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk 
masing-masing Perangkat Daerah provinsilkabupaten/kota. 

Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsilkabupaten/kota hasil forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, menjadi bahan pemutakhiran 
rancangan RKPD provinsilkabupaten/kota untuk selanjutnya dibahas di dalarn musrenbang 
RKPD provinsilkabupatenlkota. 

Gambar G.t Alur Proses Forum Perangkat Daerab/Lintas Perangkat Daerab 
ProvinsiIKabupaten/Kota 

Silllr:rol1i~si ,
I(cbij.b.1I ~a5iolla! 

J. 
RaDC'upn Kl'nJa Pl'ranRbl Da.nh Pra\'IDlil .. Pelld.llIlluan .. [q,lua..i V\'lak..all8l1lJ Rellja PCTRlljtJ.:OI 

I)R~'rRh Prtl\"ill:ooi MIlIIIl IIIlud"III~'IlI'al~iRIl 

Rell.<.lra PI'fiUl~l:at nl'~'rah Provinsi
.. Tujuan. ~l~itrall den pWJEr8m kct=i1l1811
 
~ ludikator .... illl·rjadan kl.'JulIllJ'l"'k ...n...,rslI
 

Yl\ll): ll1clljZjZitlllharkal1llC'lIcaj),lian Ren..tra 
Ilcr;ml/.klll Ducmh I'ro\,jll..j 

c.... 

Pt'II)'I"l11I'Umaan R.lncallp.21l .... Rl'l1ja Perengkat Dacrah 
Proviun 

Bentl\ ,\~ara HlbilPrmbaballa. R~aj. 
Io.:ewpakalln FonnuPrraDlkat Darrah

~ ~ PellluaUl I)oCTahpad. "·orum SUI> 
PrO\in~l

Provln51 

P\'llY\'l11I'Umaltll --l
R,11~':;IIl1.!'1I1 Rcuja 

+ 
lJ.:rilll ",""fil H~il 

Kl'sc,'pablau FONln 
~ralljZkllIl IlRmIh 
KllbupNll"l'1 Kula 

Rantlhlll." Itt-Ria Plnilltbi Ourab Pro,,·Ir,..1 ..	 Pl;'lldallllhllllll..	 E\"a!ult..i Ik·1aL:!ioo1n.'Ian Rt'llja Pt'11lIlJtbl nat'rah 
P....J\'i"~j lolullIlaIu dall pc'lu:apOlioli R~·II ..rra 
P~rallltLaI 1)<M.'Tilh Pn:wim.i.. TUjUBI\.sesaran dan progralll kCltUtlan.. ludil.:.alor Kilk-rjll dan kelcmpok ~~Il yall,i! 
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Pelaksanaan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsi paling lama pada 
minggu terakhir bulan Maret dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan oleh gubernur, 
sedangkan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota 
paling lama pada minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur 
oleh bupati/wali kola. 

PenyeJenggaraan forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota 
dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan 
kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan oleh rnasing-masing Perangkat Daerah 
atau dilaksanakan seeara gabungan beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi 
BAPPEDA. 

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat DaemhlLintas Perangkat Daerah 
Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah: 

I) Peserta 

Peserta forum Perangkat Daerahl Lintas Perangkat Daerah provinsil kabupaten/ kota antara 
lain terdiri dari unsur BAPPEDA provinsi/ kabupaten/ kola, Perangkat Daerah provinsi/ 
kabupaten/ kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. 

2) Narasumber 

Narasumber forum Perangkat DaerahfLintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota 
dapat berasal dari BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota, Perangkat Daerah 
provinsi/kabupaten/kota, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan atau unsur lain sesuai dengan 
kebutuhan. Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
dan perlu diketahui peserta forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah 
provinsi/kabupaten/kola, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta 
penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok 
diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat 
Daerah provinsi/kabupaten/kota. 

3) Fasilitator 

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi 
dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam 
sidang kelompok. Fasilitator membantu kelanearan proses pembahasan dan pengambilan 
keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok 
forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perangkat DaerahlLintas Perangkat 
Daerah provinsi/kabupaten/kota. 

Forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah provinsilkabupaten/kota dilaksanakan 
dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: 

I. Persiapan Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah. 

2. Penyelenggaraan Forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah. 

Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

I. Penyiapan	 tim penyelenggara forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah 
provinsi/kabupaten/kota; 

2. Penyiapan tata eara	 penyeJenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, 
agenda pembahasan forum Perangkat DaerahfLintas Perangkat Daerah dan pernbagian 
kelompok dan tata tertib acara; 

3. Penyiapan	 bahan untuk pembahasan antara lain raneangan RenjaPerangkat Daerah 
provinsi/kabupaten/kola, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan raneangan Renja 
Perangkat Daerah sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila 
rnemerlukan klarifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerahprovinsi/kabupaten/kota 
yang akan dibahas; 
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4. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rencana pelaksanaan forum Perangkat DaerahlLintas 
Perangkat Daerah provinsi/kabupatenlkota, kepada gubemuribupatilwali kotacq. kepala 
BAPPEDA; dan 

5. Penyampaian undangan kepada narasumber,	 fasilitator, dan peserta forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsilkabupatenlkota, paling lama 7 (tujuh) hari 
sebelum acara diselenggarakan. 

Penyelenggaraan Forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah Tahap penyelenggaraan 
antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut: 

I. Acara pembukaan secara resmi forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah. 

2. Pleno Ipemaparanmateri antara lain: 

a.	 Kebijakan pemerintah provinsil kabupaten/ kota terkait pembangunan daerah yang perlu 
dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsil 
kabupaten/ kota dan rnateri lain yang dianggap perIu; 

b. PemaparanrancanganRenjaPerangkatDaerahprovinsilkabupatenlkota;dan 

c.	 Tanggapan dan masukan dan peserta. 

3. Sidang kelompok antara lain: 

Membahas program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupatenlkota dalam rangka 
penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatanlintas Perangkat Daerah 
provinsi/kabupatenlkota yang ditugaskan kepada setiap kelompok. 

4. Sidang Pleno II antara lain: 

a.	 Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seIuruh peserta forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsilkabupatenlkota, untuk memperoleh tanggapan 
dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum 
Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan 

b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam raneangan berita 
aeara kesepakatan hasil forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah 
provinsi/kabupatenlkota oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepaia Perangkat Daerah. 

5. Penutupan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah antara lain: 

a. Pembaeaan rancangan berita aeara kesepakatan hasil forum Perangkat DaerahlLintas 
~. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 

b. Tanggapan	 dan masukan peserta forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah 
provinsilkabupaten/kota; dan 

c.	 Pengambilan keputusan kesepakatan basil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 
Daerah provinsi/kabupaten/kota. 

6. Rumusan	 kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 
provinsi/kabupaten/kota, disusun kedalam berita aeara kesepakatan hasil forum Perangkat 
DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dati lampiran­
lampiran sebagai berikut: 

a.	 Daftar hadir peserta forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsil 
kabupaten/ kota; 

b. Rumusan	 reneana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsil kabupaten/ 
kota; dan 

e.	 Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah provinsilkabupaten/kota dan lintas wilayah 
dengan eontoh format sebagai berikut: 
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Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat DaerahJLintas perangkat Daerah Provinsi 

BERlTA ACARA 

Kesepakatan HasiJ Forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah . 

PROVINSIIKABUPATENIKOTA. . 

Pada hari tanggaJ.. sampai dengan hari tanggal. bulan tahun telah 
diselenggarakan forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah provinsilkabupaten/kota 
..........yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I berita acara ini, 

Setelah mernperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan : 

I. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan) 

2. Tanggapan	 dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 
provinsi/kabupaten/kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok 
diskusi sebagairnana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada: 

Hari dan Tanggal 

Jam 

Tempat 

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ProvinsilKabupatenIKota Tahun .. 

KESATU	 Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi 
dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah . 
provinsi/kabupaten/kota")......Tahun ....- .... sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II berita acara ini. 

KEDUA	 Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah .. 
provinsi/kabupaten/kota") ... Tahun ....- .... yang disertai dengan target 
dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
berita acara ini. 

KETIGA	 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang rnengacu pada tujuan dan 
sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita 
acara ini. 

KEEMPAT	 Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat 
Daerah/Lintas provinsi/kabupaten/kota.) Tahun sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan tidak 
terpisahkan dari berita acara ini. 

KELIMA	 Berita acara ini beserta larnpiran sebagaimana dimaksud pada dictum 
KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempumaan rancangan 
Renstra Perangkat Daerah......Provinsi/Kabupaten/Kota") ....Tahun ..... 

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

.............. tanggal ..
 

Pimpinan Sidang (Nama Jabatan) 

Tanda tangan 

(Nama) 
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Menyetujui,
 

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 

Provinsi/KabupatenIKota
 

No Nama UnsurPerwakilan Alamat 
Tanda 

Tangan 
I. DPRD 

2. Unsur BAPPEDA 

3. Unsur Perangkat Daerah 

4. Unsur Masyarakat 

5. Dsl.... 

a.	 Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah 
Provinsi/KabupatenIKota 

LAMPIRAN I 

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAHILINTAS PERANGKAT 
DAERAH . 

ProvinsilKabupatenIKota 

Tanggal 

Tempat 

No Nama Lembagallnstansi Alamat & no telp. Tandatangan 

b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 

LAMPIRAN 11 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Dan Prakiraan Maju 
Tahun ProvinsiIKabupatenIKota * 

No Program/Kegiatan 
Indikator 

Kinerja 

Taraetkineria PRlluDana 
Tahun n Tahun n+l Tahun n Tahun n+1 
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c.	 Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah. 

LAMPI RAN III 

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah Perangkat 
Daerah Tahun . 

No Keeiatan Lokasi Volume Alasan 
(]) (2) (3) (4) IS) 

Cara Pengisian Fonn sebagai berikut. 

Kolom (I) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas padaTahun Rencana; 

Kolom (2) diisi dengan uraian namalrumusan kegiatan prioritas dari 

ProvinsilKabupateniKota; 

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb; 

Kolom (4) diisi denganjumlah,dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya 

contoh: 10 km2, 100 orang, dsb; dan 

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga 

kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana, 

I. Berita acara kesepakatan hasiJ forum Perangkat DaerahiLintas Perangkat Daerah 
provinsilkabupatenlkota, menjadi bahan penyempumaan rancangan Renja Perangkat 
Daerahprovinsi dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi 
bahan penyusunan rancangan RKPD provinsilkabupatenlkota. 

2. Berita	 acara kesepakan hasil forum Perangkat DaerahlLintas Perangkat Daerah provinsi, 
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum 
Perangkat DaerahlLintasPerangkat Daerah provinsi. 

D. FORMAT PENY AJIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH 

(I)	 IKU adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis organisasi. 

(2)	 Untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan (level) secam berjenjang. 
Harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keJuaran (output) dan 
hasil (outcome). 

(3)	 Pada Perangkat Daerah, IKU rnerupakan Indikator Sasaran Strategis Renstra yang dapat 
merepresentasikan kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(4)	 IKU harus difonnalkan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala DinasfBadan dan secara 
kolektif disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah. 
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FORMAT INDlKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN ..... s.d .......
 

I. Nama Unit Organisasi/ Perangkat Daerah 

2. Tugas 

3. Fungsi 

4. Indikator KinerjaUtama 

NO. URAIAN SATUAN FORMULAS I SUMBERDATA 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kepala Perangkat Daerah, 
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E.	 FORMAT PENYAJIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERANGKAT 
DAERAH 

(I)	 RKT merupakan penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dan 
program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan; 

(2) Penyusunan RKT dilaksanakan setelah penyusunan Renja Satuan Kerja Pernerintah Daerah 
sebagai bahan penyusunan PPAS. Target kinerja Sasaran yang ada dalam RKT menjadi 
prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran pada tahun yang direncanakan. 

(3) Penyajian RKT meliputi sasaran strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah, sasaran program 
dan sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target kinerja masing-rnasing yang ingin dicapai 
dalam tahun yang direncanakan. 

(4)	 Sasaran yang dimaksud pada RKT adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra. 
Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan di wujudkan pada tahun 
yang direncanakan beserta indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaiannya. 
Identifikasi/memilihlmenetapkan sasaran adalah sasaran pada Renstra yang dapat 
dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.Jika sasaran dan indikator kinerja sasaran pada 
Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya rnaka dapat dipilih sasaran yang ada di Renstra 
sesuai skala prioritas. 

(5)	 Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran kuantitatif danlatau kuaJitatif yang menggambarkan 
tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu 
indikator kinerja sasaran, Indikator Kinerja sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat 
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.Indikator kinerja sasaran hams 
didasarkan pada dokumen Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah. 

(6)	 Keluaran (Outputs) : berupa produkljasa (fisik/non fisik) sebagai hasillangsung kegiatan. 

(7)	 HasiI (Outcomes) : segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan, 
Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produkljasa dapat memenuhi kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 

(8)	 Pada masing-rnasing indikator kineIja sasaran harus disertai dengan rencana tingkat capaian 
target kinerja masing-masing kualitatif maupun kuantitatif. 

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SATUAN KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN . 

Perangkat Daerah :	 .. 

SaS8Ilm Strategis Program Kegiatan 
Pagu 

angs8ra 
n (Rp.) Uraian 

lndlkaror 
SllS8t1ln 

Satuen 
Target 
Tahun 

Rencana 
Uraian Indikator 

Program Satuan Target Uraian Indikator Satuan Target 

Kepala Perangkat Daerah, 
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F. FORMAT PENYAJIAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH 

(I)	 Rencana Aksi Atas Kinerja memberikan gambaran informasi kinerja yang terukur atas target 
kinerja yang telah dicanturnkan dalam Perianjian Kinerja (PK) Eselon II/Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

(2)	 Rencana Aksi atas Kinerja rneliputi penjabaran sasaran strategis, indikator target kinerja tahun 
berjalan, sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK), yang dilengkapi dengan 
target capaian secara periodik (triwulan, semester) dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk 
pencapaian target kinerja sasaran periodik tersebut. 

(3) Target kinerja tahun berjalan di breakdown untuk target rencana pencapaiannya per triwulan, 
apabila tidak memungkinkan untuk di breakdown maka target kinerja tahun berjalan 
direncanakan pada triwulan tertentu untuk pencapaiannya. 
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FORMAT RENCANA AKSI ATAS KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN . 

Perangkat Daerah . . . .. 

Target Jadwal Kegiatan Target PaguSasaran Indikator Indikator Penanggung
Program/Kegiatan TW4Capaian Anggaran TW I
 TW2 TW3TW TWTW TWStrategis Kinerja Kinerja jawab

tahun... (Rp.)I
 2
 4
3
 5
 8
 9
 10
 II
 12
2
 3
 4
 6
 7
I
 

Kepala Perangkat Daerah, 
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G.	 TATA CARA PENGENDALIAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI 
HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH, SERTA FORMAT PENYAJIANNYA 

I. Dalam	 menyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi,yaitu mulai dari tahap penyusunan 
rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan 
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah provinsi menggunakan 
Formulir E.27 sebagai berikut: 

Formulir E.27
 
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 

Renstra Perangkat Daerah
 
Provinsi .
 

Hasil Penzendalian dan Evaluasi 
Kesesuaian Tindak Lanjut

Faktor PenyebabNo Jenis Kegiatan 
PenyempumaanTidak 

Tidak KesesuaianAda 
Aoabila TidakAda 

(3) (4) IS) (6)(1) (2) 
I. Pembentukan tim penyusun
 

Renstra Perangkat Daerah
 
Provinsi dan A2enda Keria
 
Penyiapan data dan infonnasi 2. 
Analisis gambaran pelayanan 
Perangkat Daerah Provinsi 

3. 

4. Review Renstra KJL dan
 
Renstra Perangkal Daerah
 
Kabupaten/Kota di wilayah
 
Provinsi
 
Penelahaan Rencana Tala Ruang
 
Wilayah Provinsi
 

5. 

Analisis lerhadap Dokumen
 
Hasil Kajian Lingkungan Hidup
 
Strategis (KLHS) sesuai dengan
 
pelayanan Perangkat Daerah
 

6. 

Provinsi 
7. Perumusan isu-isu strategis 

Perumusan visi dan misi 
Perangkal Daerah 

8. 

9. Perumusan visi dan misi
 
Perangkal Daerah Provinsi
 
berpedoman pada visi dan misi
 
pembangunan jangka menengah
 
daerah
 

10. Perumusan tujuan pelayanan 
Perangkat Daerah Provinsi 

I I. Perumusan sasaran pelayanan 
Peranzkat Daerah Provinsi 

12. Mempelajari Sural Edaran
 
Gubemur perihal Penyusunan
 
Rancangan Renstra-Perangkat
 
Daerah provinsi beserta
 
lampinmnya yaitu rancangan
 
awal RPJMD provinsi yang
 
memuat indikator keluaran
 
program dan pagu per-Perangkat
 
Daerah provinsi
 

13. Perumusan strategi dan
 
kebijakan jangka menengah
 
Perangkat Daerah provinsi guna
 
mencapai target kinerja program
 
prioritas RPJMD provinsi yang
 
menjadi tugas dan fungsi
 
Pemmzkat Daerah erovtns!
 

14. Perumusan rencana program,
 
kegiatan, indikator kineria,
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No Jenis Kegiatan 

Hasil Penzendalian dan Evaluasi 
Kesesuaian 

Faktor Penyebab 
Tidak Kesesuaian 

Tindak Lanjut 
Penyempumaan 
Apabila Tidak Ada 

Tidak 
Ada 

rr\ (2) (3) (4) (5) (6) 
kelompok sasarandan 
pendanaan indikalifselama 
5(lima) tahun, termasuk lokasi 
keziatan 

15. Perumusan indikatorkinerja 
Perangkat Daerah provinsi yang 
rnengacu padatujuan dan 
sasaran RPJMD nrovinsi 

16. Pelaksanaan forum Perangkat 
Daerah orovinsi 

17. Perumusan indikator 
kinerja,kelompok sasarandan 
pendanaan indikatifPerangkat 
Daerah provinsi berpedoman 
pada indikasi rencana program 
prioritas dan kebutuhan 
pendanaan pembangunan jangka 
menenaah daerah 

18. Perumusan rancengan akhir 
Renstra Perangkat Daerah 
Provinsi 

19. Pentahapan pelaksanaan 
program Perangkat Daerah 
provinsisesuaidengan 
pentahapan pelaksanaan 
program pembangunan jangka 
menen~ daerah provinsi 

20. Dokumen Renstra Perangkat 
Daerah Provinsi van" disvahkan 

Kepala Perangkat Daerah 
Provinsi .. 

(	 ) 

Petunjuk Pengisian Formulir E.27: 

Kolom (1)	 diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi; 

Kolorn (2)	 diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi; 

Kolom (3)	 diisi dengan tanda cek (-oJ) yajika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian 
pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; 

Kolom (4)	 diisi dengan tanda cek (-oJ) jika hasil pengendalian danevaluasi tidak ada 
kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; 

Kolom (5)	 diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian 
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi;dan 

Kolom (6)	 diisi dengan keterangan dan penjelasan tindaklanjut penyempumaan apabila 
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan 
kegiatan. 
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No 

(I) 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. Kepala Perangkat	 Daerah provmsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan 
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi kepada Kepala BAPPEDA provinsi. 

3. Kepala	 BAPPEDA provinsi melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra 
Perangkat Daerah provinsi untuk menjamin kesesuaian visi, misi,tujuan, strategi,kebijakan, 
program, dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan RPJMD provinsi, dan keterpaduan 
dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya. 

4. Kepala BAPPEDA provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 
provinsi yang telah diteJiti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada gubemur guna 
memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.28 Kesimpulan Pengendalian dan 
Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi, sebagai berikut: 

Formulir E.28 

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan 

Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi 

Provinsi:	 .. 

Aspek 

(2)
 

Perumusan visi dan mist
.. 

Perangkat Oaerah provmsi
 
berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka
 
menengah daerah
 

Perurnusan strategi dan kebijakan Perangkat Oaerah provinsi
 
berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan
 
jangka menengah daerah
 

Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Oaerah
 
provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program
 
pembangunan jangka menengah daerah
 

Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
 
indikatifPerangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi
 
rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan
 
pembangunan jangka menengah daerah.
 

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daemh provinsi
 
berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunanjangka
 
menengah daerah
 

Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Oaerah provinsi
 
sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan
 
jangka menengah daerah provinsi, 

PenjelasanHasilPengendalian dan 
Evaluasi 

(J) 

Kepala Perangkat Daerah 
Provinsi .. 

(,	 ) 

Petunjuk Pengisian Formulir E.28: 

Kolom CI)	 diisi dengan uraian nomor urut; 

Kolom (2)	 diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan
 
pembangunan daerah; dan
 

Kolom (3)	 diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi. 
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5.	 Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat 
Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubemur menyampaikan 
rekomendasi dan langkah-langkah penyempumaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah 
masing-masing. 

6.	 Penyampaian rekomendasi dan langkah-Iangkah penyempumaan tersebut disampaikan 
Gubemur melalui Kepala BAPPEDA kepada Kepala Perangkat Daerah provinsi rnasing-masing 
untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh)hari kerja sejak verifikasi dilakukan, 

H.	 TATA CARA PENGENDALIAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI 
HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH, SERTA FORMAT PENYAJIANNYA 

I.	 Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan 
awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian 
dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi, menggunakan Formulir E.29 
sebagai berikut: 

Formulir E.27
 
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 

Renstra Perangkat Daerah
 
Provinsi. .
 

Hasil Pengendalian dan Evaluasi 
Kesesuaian Tindak LanjutJenis Kegiatan FaktorPenyebabNo PenyempumaanTidak Tidak KesesuaianAda Anabila TidakAda 

-(5)(3) (6)(4)(2)(I) 
Pembentukan timJ. 
penyusunRenja Perangkat
 
Daerah provinsi dan Agenda
 
Kerja Perangkat Daerah
 
provinsi. 
Pengolahan data dan informasi.2. 
Analisis gambaran pelayanan 
Peranakat Daerah 

3. 

4. Mengkaji hasil evaluasi renja-
Perangkat Daerah provinsi tahun
 
lalu berdasarkan Renstra-

Peranzkat Daerah erovinsi
 
Penentuan isu-isu penting
 
penyelenggaraan tugas dan
 
fungsi Perangkat Daerah
 
provinsl.
 

5. 

Penelaahan rancangan awal 
RKPD provinsi. 

6. 

7. Perumusan tuiuan dan sasaran. 
8. Penelaahan usulan masvarakat. 
9. Perumusan kegiatan prioritas. 

10. Pelaksanaan forum Perangkal
 
Daerah/Linlas
 
Peranzkat Daerah orovinsi.
 

10.a Menyelaraskan program dan
 
kegiatan Perangkal Daerah
 
provinsi dengan usulan program
 
dan kegiatan hasil Musrenbang
 
kabupaten/kota, 

10.b Mempertajam indikator dan 
target kinerja program dan 
kegiatan Perangkat Daerah 
provinsi sesuai dengan tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah 
provinsi. 

10.c Mensinkronkan program
 
dankegiatan antar Perangkat
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No Jenis Kegiatan 

Hasil Penzendalian dan Evaluasi 
Kesesuaian 

Faktor Penyebab 
Tidak Kesesuaian 

Tindak Lanjut 
Penyempumaan 
Aoabila Tidak 

Ada 
Tidak 
Ada 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 

Daerah provinsi dalam rangka 
optimalisasi 
pencapaiansasaransesuai dengan 
kewenangandansinergitas 
pelaksanaan, 

IO.d Menyesuaikan pendanaan 
program dan kegiatan prioritas 
berdasarkan pagu indikatif untuk 
masing-masing Perangkal 
Daerah provinsi sesuai surat 
edaran Gubemur. 

I I. Sasaran programdan kegiatan 
Perangkat Daerah provinsi 
disusun berdasarkan pendekatan 
kinerja, perencanaan dan 

I pen~an~~aran temadu. 
12. Program dan kegiatan antar 

Perangkat Daerah provinsi 
dengan Perangkat Daerah 
lainnya dalam rangka 
optimalisasi pencapaian sasaran 
prioritas pembangunandaerah 
telah dibahas dalam forum 
Peranzkat Daerah orovinsi. 

13. Pendanaan program dan 
kegiatan prioritas berdasarkan 
pagu indikatif untuk masing­
masing Perangkat Daerah 
provinsi telah menyusun dan 
memperhilungkan prakiraan 
maiu. 

14. 

. 

Oakumen Renja Perangkal 
Daerah provinsi yang lelah 
disvahkan. 

. ,tanggal . 
Kepala Perangkat Daerah 
Provinsi .. 

( ) 

Petunjuk Pengisian Fonnulir E.29:
 

Kolom (I) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
 

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
 

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (..J) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kcsesuaian
 
pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; 

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (..J) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada 
kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut; 

Kolom(5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian 
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan 

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempumaan 
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasitidak sesuai dengan 
pelaksanaan kegiatan, 
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2.	 Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan 
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi kepada Kepala BAPPEDA provinsi. 

3.	 Kepala BAPPEDA provinsi melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat 
Daerah provinsi untuk memastikan bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi telah 
sesuai dengan RKPD provinsi. 

4.	 Kepala BAPPEDA provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah 
provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada gubemur guna memperoleh 
pengesahan dengan menggunakan FormulirE.30. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi 
terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Lingkup Provlnsi, sebagai berikut: 

Formulir E.30
 
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 

Renja Perangkat Daerah Provinsi: ..
 

No Aspek 
Penjelasan Hasil Pengendalian dan 

Evaluasi 

(I) (2) (3) 

I. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan Iingkup 
provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program 
pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta mengacu pada 
RKP. 

2. Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Iingkup 
provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka 
enengah daerah provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan 
tahunan nasional 

Kepala Perangkat Daerah 
Provinsi.. . 

(	 ) 

Petunjuk Pengisian FormuJir E.30: 

Kolom (I)	 diisi dengan uraian nomor urut; 

Kolom (2)	 diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah; dan 

Kolom (3)	 diisi dengan uraian penjelasan basil pada setiap aspek yang dievaluasi. 

5.	 Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja 
Perangkat Daerah provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaianl penyimpangan, Gubemur 
menyampaikan rekomendasi dan langkah-Iangkah penyempumaan untuk ditindaklanjuti oleh 
Perangkat Daerah masing-masing. 

6.	 Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempumaan tersebut disampaikan Gubemur 
melalui Kepala BAPPEDA kepada Kepala Perangkat Daerah provinsi masing-masing untuk 
ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan. 
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FORMAT PENYAJIAN EVALUASI RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUNAN 

PERANGKAT DAERAH 

Sasaran Strategis 
Indikator 
Sasaran 

Kinerja Tahun.... 
Program/Kegiatan 

Indikator 
outcome/output 

Kinerja Anggaran (Rp.) 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 



) ) 
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FORMAT PENYAJIAN EVALUASI RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TRIWULANAN 

PERANGKAT DAERAH : . 

Sasaran Strategis 
lndikator 
Sasaran 

KineIja Tabun.... 
ProgramlKegiatan 

lndikator 
outcome/output 

KineIja Anggaran (Rp.) 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

-.--1­ ____ 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 
Salman sesua 

KEPALAB M.RIDHO FICARDO 

J 

ZULFIKAlC S.H, M.B 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 


